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Yth. Para Kepala Unit Pelaksana .

Teknis Monitor Spektrum
~ Frekuensi Radio (Balmon/Loka/
Posmon)

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA L AN
'PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
'NOMOR 99 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN ASISTENSI PENGGUNAAN FASILITAS PELAYANAN
PERIZINAN FREKUENSI RADIO SECARA DARING (ONLINE) OLEH UNIT
PELAKSANA TEKNIS MONITOR SPEKTRUM FREKURENSI RADIO

1. Umum
Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima perizinan penggunaan
_frekuensi radio kepada masyarakat, Direktorat _Jehderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika telah menerapkan fasilitas
pelayanan perizinan frekuensi radio secara daring (online) sebagaimana
“diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Ir‘fo_rmatika Nomor 4
Tahun 2‘015 tentang Ketentuan Operasional dan Taéjca Cara Perizinan

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.




2. Maksud dan Tujuan n _
Maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edsrar ini adalah untuk
mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis,‘ M¢onitor Spektrum
Frekuensi Radio (Balmon/Loka/Posmon) dalara memberikan asistensi
penggunaan fasilitas pelayanan perizinan penggunaaa frekuensi radio
secara daring (online) kepada calon pengguna dan/atau pengguna
frekuensi radio di wilayah kerjanya masing-masing.

3. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memberikan panduan bagi selurah Unit Pelaksana
Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Ba}mdn/ Loka/Posmon)
dalam pelaksanaan asistensi penggunaan fasilitas pelayanan perizinan
frekuensi radio secara daring (online) bagi ,kepada; calon pengguna atau
pengguna. frekuensi radio di wilayah kerjanya. masihg-rﬁasing.

4. Dasar A ,

a. Undang-Undang Nomor 36° Tahﬁn 1999 tentan'g_ Telekomunikasi
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3881); |

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone,%;ia Nomor 5038);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3981); '

d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015

| tentang Ketentuan Operasional dan Tatarcara Perizinan Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio.



5. Pelaksanaan
Berdasarkan hal tersebut, kepada seluruh Um* Pelaksa.na Teknis
Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balrnon./‘Loka/ Posmon) agar
melaksanakan: ‘

a. asistensi penggunaan fasilitas pelayanan perizinan frekuensi radio
secara daring (online) bagi calon pengguna atau p:engguna frekuensi
radio di wilayah kerjanya masing-masing, yang meliputi antara lain:

1) Pembuatan akun (username dan pasto_rci)é

2) Permohonan Izin Stasiun Radio baruy; |

3) Permohonan perpanjangan Izin Stasiun Radio; .;. -

4) Permohonan penghentian/penggudangan: Imn Stasiun Rad:o,

5) Momtonng status permohonan Izin Stasmn Rad*o

6) Momtonng status pembayaran Biaya H-ak Pehggunaan Spektrum

. Frekuensi Radlo, : YR

7) Pengunduha.n Surat Pembentahuan Pemba}arfm (SPP) dan/atau
rincian tagihan Biaya Hak Penggunaan, Spektrum Frekuensi
Radio;

8) Pengunduhan surat peringatan ke-1, surat peringatan ke-2 dan
surat peringatan ke-3;

9) Pengunduhan surat penghcntlan/ pen: oguda_ngan Izin Stasiun
Radio; dan [atau

10) Pengunduhan Salinan Izin Stasiun Radio;

b. evaluasi penggunaan fasilitas pelayanan perizinan frekuensi radio
secara daring (ontine) di wilayah kerjanya masng-masing secara
periodik; dan ie

c. koordinasi pelaksanaan pelayanan permnsm frekuensi radio melalui
fasilitas pelayanan perizinan frekuensi radio secara daring (online)
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seta.hun bersama dengan: '
1) Direktorat Operasi Sumber Daya, terkait dengan aspek pelayanan

perizinan frekuensi radio; LR
- 2) Direktorat Pengendahan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika, terkait dengan aspek teknis sistem dan jaringan.



6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 03 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN

PERANGKAT N INFORMATIKA
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Tembusan Yth: - _
1. Sekditjen SDPPI;
2. Para Direktur di lingkungan Ditjen SDPPL



